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Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu 

  Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terkait 
  Arsip, Dokumen dan/atau Informasi Pemilu Tahun 2024

Yth. 
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan

di -
Jl. A.P. Pettarani No. 102, Kecamatan Rappocini
Kota Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022
tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
3. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024

tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022
tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

9. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun
2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Bahwa dalam rangka  menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses
pada Pemilu Tahun 2024 di  Wilayah Provinsi  Sulawesi  Selatan, maka Badan Pengawas
Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  Provinsi  Sulawesi  Selatan  menyampaikan  hal-hal  sebagai
berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Provinsi pada Pemilu Tahun 2024:

(a) Pasal  97  huruf  (a),angka (1)  dan angka (2)  Undang-Undang Republik  Indonesia
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang, yang berbunyi:
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Bawaslu Provinsi bertugas:
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu;

(b) Pasal  2  huruf  (a)  dan  huruf  (b)  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  bertugas  melakukan
pencegahan terhadap:
a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
b. sengketa proses Pemilu.

2. Peraturan mengenai Informasi Pemilihan Umum dan Daftar Informasi Publik Pemilihan
Umum:

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan
Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Pemilihan  Umum  dan  Pemilihan,  pada
Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (3), yang berbunyi:

3.  Informasi  Pemilihan  Umum  dan  Informasi  Pemilihan  yang  selanjutnya  disebut
Informasi  Pemilu dan Pemilihan adalah informasi  yang dihasilkan,  disimpan,  dikelola,
dikirim dan/atau diterima oleh Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan dalam
rangka tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka (20), yang berbunyi:

20. Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan Pemilihan yang selanjutnya disebut DIP
Pemilu dan Pemilihan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang
seluruh Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berada di bawah penguasaan
Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

3. Peraturan mengenai Pelindungan dan Penyelamatan Arsip:

Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,  pada
Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 33, yang berbunyi:

Arsip  yang  tercipta  dari  kegiatan  lembaga  negara  dan  kegiatan  yang  menggunakan
sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara.

Penjelasan Pasal 33, yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan “arsip  milik  negara”  adalah arsip  yang berasal  dari  lembaga
negara,  pemerintahan  daerah,  lembaga  pendidikan  negeri,  BUMN  dan/atau  BUMD,
termasuk arsip yang dihasilkan dari  semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak
yang didanai oleh sumber dana negara.

4. Peraturan  mengenai  kewajiban  KPU  dan  Sekretariat  KPU  Provinsi  mengelola,
memelihara, dan merawat arsip/dokumen:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022
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tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017
tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:
Pasal 17, huruf (f), yang berbunyi:

KPU Provinsi berkewajiban:
f.  mengelola,  memelihara,  dan  merawat  arsip/dokumen  serta  melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan
lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip
Nasional Republik Indonesia.

Pasal 87 ayat (3) huruf (b), yang berbunyi:

(3) Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:
b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; 

5. Peraturan mengenai kewajiban KPU Provinsi mengumumkan secara berkala Informasi
Pemilu:

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar
Layanan  dan  Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Pemilihan  Umum  dan
Pemilihan, yang berbunyi:

(1)  KPU,  KPU daerah  Provinsi,  KPU daerah  Kabupaten/Kota  atau  nama lain  sesuai
dengan  tingkatannya,  wajib  mengumumkan  secara  berkala  Informasi  Pemilu  dan
Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. tahapan, program dan jadwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan

Pemilihan;
b. hak,  kewajiban,  kewenangan,  larangan,  dan  sanksi  yang  berkaitan  dengan

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
c. hasil dari setiap tahapan, program, dan jadwal pada penyelenggaraan Pemilu dan

Pemilihan;
d. prosedur  dan  sarana  partisipasi  publik  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  dan

Pemilihan;
e. syarat calon dan syarat pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
f. laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
g. informasi  Pemilu  dan  Pemilihan  lain  yang  berkaitan  dengan  tahapan

penyelenggaraan  Pemilu  dan  Pemilihan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan
perundang-undangan.

6. Peraturan mengenai Informasi Pemilu yang wajib diumumkan secara serta merta:

Pasal 8, yang berbunyi:

(1) Penyelenggara  wajib  mengumumkan  secara  serta  merta  Informasi  Pemilu  dan
Pemilihan sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. informasi  yang  berkaitan  dengan  perubahan  regulasi  sebagai  akibat  adanya

putusan hukum dari lembaga yang berwenang terkait hak seseorang untuk dipilih
dan/atau memilih atau hak lainnya;

b. informasi yang dapat berdampak pada terganggunya hajat hidup dan kepentingan
orang banyak dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;

c. informasi  yang dapat  berdampak pada terganggunya penyelenggaraan Pemilu
dan Pemilihan; dan

d. informasi  Pemilu  dan  Pemilihan  lain  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-
undangan.

(2) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
cepat, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

7. Peraturan mengenai Informasi Pemilu yang dikecualikan:
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Pasal  9  Peraturan  Komisi  Informasi  Pusat  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Standar
Layanan  dan  Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Pemilihan  Umum  dan
Pemilihan, yang berbunyi:

(1) Informasi Pemilu dan Pemilihan yang dikecualikan berdasarkan undang-undang wajib
ditetapkan  oleh  PPID  sesuai  metode  dan  teknik  pengujian  tentang  konsekuensi
sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Komisi  Informasi  yang  mengatur  mengenai
pengklasifikasian informasi publik.

(2) Jangka  waktu  pengecualian  informasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan mengenai ketentuan Pidana Pemilu terkait arsip, dokumen dan/atau informasi:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pada
Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 81, yang berbunyi:

Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  menguasai  dan/atau  memiliki  arsip  negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain
yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 82, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna
arsip yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana
dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak
Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 83, yang berbunyi:

Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  tidak  menjaga  keutuhan,  keamanan  dan
keselamatan  arsip  negara  yang  terjaga  untuk  kepentingan  negara  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Pasal 84, yang berbunyi:

Pejabat  yang  dengan  sengaja  tidak  melaksanakan  pemberkasan  dan  pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  43 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

Pasal 85, yang berbunyi:

Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  tidak  menjaga  kerahasiaan  arsip  tertutup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah).
 
Pasal 86, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

Pasal 87, yang berbunyi:

Setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki  nilai
guna  kesejarahan  kepada  pihak  lain  di  luar  yang  telah  ditentukan  sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 88, yang berbunyi:

Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai
dengan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dipidana
dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

b) Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 51, yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan
hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 52, yang berbunyi:

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau
tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi
Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia
setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan
sesuai  dengan  Undang-Undang  ini,  dan  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain
dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53, yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak,
dan/atau menghilangkan dokumen Informasi  Publik  dalam bentuk media  apa pun
yang dilindungi negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana
dengan pidana penjara  paling  lama 2  (dua)  tahun dan/atau  pidana denda paling
banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 54, yang berbunyi:

(1) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengakses  dan/atau
memperoleh  dan/atau  memberikan  informasi  yang  dikecualikan  sebagaimana
diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,
dan  huruf  j  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan
pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengakses  dan/atau
memperoleh  dan/atau  memberikan  informasi  yang  dikecualikan  sebagaimana
diatur  dalam Pasal  17  huruf  c  dan huruf  e,  dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga)  tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah).

Pasal 55, yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau
menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana
penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  banyak
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 56, yang berbunyi:
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Setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam Undang-Undang ini dan juga
diancam dengan sanksi  pidana dalam Undang-Undang lain  yang bersifat  khusus,
yang berlaku adalah sanksi pidana dari Undang-Undang yang lebih khusus tersebut.

Pasal 57, yang berbunyi:

Tuntutan  pidana  berdasarkan  Undang-Undang  ini  merupakan  delik  aduan  dan
diajukan melalui peradilan umum.

C. Bahwa  dalam  rangka  memastikan  Pemilihan  Umum  Tahun  2024  sebagai  perwujudan
sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan
kepastian  hukum  serta  Pemilihan  Umum  yang  efektif  dan  efisien  di  Wilayah  Provinsi
Sulawesi Selatan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi
Selatan mengimbau untuk:

1. Menjaga  keutuhan,  keamanan,  kerahasiaan  dan  keselamatan  arsip,  dokumen
dan/atau  informasi  Pemilu  Tahun  2024,  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan
perundang-undangan.

2. Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi
Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta,
Informasi  Publik  yang wajib  tersedia  setiap saat,  dan/atau Informasi  Publik  yang
harus  diberikan  atas  dasar  permintaan,  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan
perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

    KETUA,

 
       ${ttd}

                                                                                    MARDIANA RUSLI, SE., M.I.Kom

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Yth. Tim Kampanye Pemilu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Yth. Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Yth. Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Yth. Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Arsip.
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